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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.
Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan hurufال  (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman ini, al- ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh alif lamSyamsiyah maupun Qamariyah.
Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, mahasiswa yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan UIN Alauddin Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.
1.	Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:
1. Konsonan
	
Huruf-huruf bahasa Arab ditranslitrasi ke dalam huruf latin sebagai berikut :

		ا	:	A		
	ب	:	B		ط	:	T{	
	ت	:	T		ظ	:	Z{
ٍ	ث	:	S|		ع	:	‘
	ج	:	J		غ	:	G
	ح	:	H{		ف	:	F
	خ	:	KH		ق	:	Q
	د	:	D		ك	:	K
	ذ	:	Z|		ل	:	L		
	ر	:	R		م	:	M
	ز	:	Z		ن	:	N
	س	:	S		ه	:	H
	ش	:	SY		و	:	W
	ص	:	S{		ي	:	Y
	ض	:	D{	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2.	Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:
 (
Nama
Huruf Latin
Nama
Tanda
fath}ah
a
a
اَ
kasrah
i
i
اِ
d}ammah
u
u
اُ
)





Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

 (
Nama
Huruf Latin
Nama
Tanda
fath}ah
dan ya
a
i
a
 dan i
ـَىْ
fath}ah
 dan wau
au
a
 dan u
ـَوْ
)



	Contoh:

	كَـيْـفَ	: kaifa
	هَـوْ لَ	: haula

3.	Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
 (
Nama
Harkat dan Huruf
fath}ah
dan
 alif 
atau ya
... 
َا
 | ... 
َى
kasrah 
dan
 ya
ِ
ــ
ى
d}ammah
dan
 wau
ـُــ
و
Huruf dan  Tanda
a>
i>
u>
Nama
a dan garis di atas
i dan garis di atas
u dan garis di atas
)






	Contoh:
مـَا تَ	: ma>ta
رَمَـى	: rama>
	قِـيْـلَ	: qi>la
يَـمـُوْ تُ	: yamu>tu

4.	Ta marbu>t}ah

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:

رَوْضَـة ُ الأ طْفَالِ		: raud}ah al-at}fa>l
اَلْـمَـدِيْـنَـة ُ اَلْـفـَاضِــلَة ُ	: al-madi>nah al-fa>d}ilah
اَلـْحِـكْـمَــة ُ		: al-h}ikmah
5.	Syaddah (Tasydi>d)
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydi>d ( ّ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
رَبّـَـناَ	: rabbana>
نَـجّـَيْــناَ	: najjai>na>
اَلـْـحَـقّ ُ	: al-h}aqq
اَلـْـحَـجّ ُ	: al-h}ajj
نُعّـِـمَ	: nu“ima
عَـدُوٌّ	: ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ــــِـىّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>).
Contoh:
عَـلِـىٌّ	: ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَـرَبـِـىُّ	: ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6.	Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال  (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contohnya:
اَلشّـَمْـسُ		: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
اَلزَّلـْـزَلـَـة ُ	: al-zalzalah (az-zalzalah)
اَلـْـفَـلْسـفَة ُ	: al-falsafah
اَلـْـبــِـلاَدُ		: al-bila>du


7.	Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contohnya:
تـَأمُـرُوْنَ	: ta’muru>na
اَلـْـنّـَوْءُ	: al-nau’
شَـيْءٌ	: syai’un
أ ُمِـرْ تُ	: umirtu

8.	Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
Contoh:
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n
Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab

9.	Lafz} al-Jala>lah (الله)
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
دِيـْنُ اللهِ     di>nulla>h	بِاِ اللهِ     billa>h  
Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
هُـمْ فِيْ رَحــْـمَةِ اللهِhum fi> rah}matilla>h

10.	Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
Contoh:
Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l
Innaawwalabaitinwud}i‘alinna>si lallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan
SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>
Abu>> Nas}r al-Fara>bi>
Al-Gaza>li>
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:



 (
Abu>al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)
)






DAFTAR SINGKATAN
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt.	=	subh}a>nahu> wa ta‘a>la>
saw.	=	s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam
a.s.	=	‘alaihi al-sala>m
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. 	=	Wafat tahun
QS …/…: 4	=	QS al-Baqarah/2:4 atau QS A>li Imra>n/3:4
HR	= Hadis Riwayat





ABSTRAK

Nama	: Anita Marwing
NIM	: 80100307053
Judul Disertasi	: Dinamika  Kewenangan  Peradilan Agama di  Bidang Ekonomi  
Syari’ah (Studi Kasus Pengadilan Agama di Indonesia)

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang peradilan agama sejak tahun 1989 s.d tahun 2009 yaitu Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 yang meningkatkan status dan perluasan kompetensi (absolut). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi sejak dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009; (2) menganalisis pertimbangan-pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis dan politik hukum terhadap kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah; (3) menganalisis kasus-kasus sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama di Indonesia.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Purbalingga dan Pengadilan Agama Makassar yang mewakili Pengadilan Agama di Indonesia dengan menggunakan beberapa informan penelitian serta studi dokumentasi menyangkut penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Indonesia. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan kajian dokumen yang dianalisis dengan menggunakan anlisis isi (Content Analysis) dan analisis SWOT. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori maqa>s}id syari’ah sebagai teori utama (grand theory), sedangkan teori menengah (middle range theory) digunakan teori eksistensi. Adapun  teori aplikatif (applied theory) digunakan teori sistem hukum, cultural existence theory dan teori nasikh mansukh.
Melalui penelitian ini disimpulkan: (1) Perubahan undang-undang peradilan agama dari tahun 1989 sampai dengan 2009 meliputi tiga aspek, yakni: aspek substansi, aspek institusi/struktur, dan aspek kultur (sosio kultural); (2) Pemberian kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah kepada Pengadilan Agama dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis dan politik hukum serta memperhatikan peluang dan hambatannya sehingga sudah selayaknya menjadi kompetensinya; (3) Dari analisis penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama di Indonesia diperoleh bahwa putusan-putusan Pengadilan Agama mengenai ekonomi syari’ah mencakup putusan dalam berbagai bidang, antara lain perkara akad musyarakah, akad murabahah, perkara akad/perjanjian asuransi, dan putusan tentang akta perdamaian dalam perkara akad pembiayaan musyarakah. Adapun salah satu faktor yang menghambat penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama selama ini adalah faktor regulasi yang tidak mendukung sehingga perlu adanya penerapan teori na>sikh mansu<kh dalam hukum Islam atau asas lex posteriori derogat legi priori (peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama).
Adapun implikasi dari penelitian ini adalah: 1) para hakim Peradilan Agama harus meningkatkan pemahaman terhadap substansi hukum ekonomi karena perkembangan jenis akad/perjanjian dewasa ini tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang sederhana dalam kitab-kitab fiqih. 2) Untuk menjamin tegaknya asas kepastian hukum dan agar tidak terjadi disparitas putusan hendaknya para pembuat kebijakan khususnya eksekutif dan legislatif selain untuk lebih berhati-hati dan konstruktif juga hendaknya melibatkan pihak yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung RI dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak lagi menimbulkan ambiguitas baik itu di kalangan penegak hukum maupun para pencari keadilan agar tidak menimbulkan sengketa kewenangan antar badan peradilan dalam menyelesaikan perkara. 3) Perlu adanya kajian ulang terhadap undang-undang atau peraturan yang terkait dengan kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Hal ini perlu dilakukan untuk konsistensi atau penyeragaman dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan hak penuh terhadap Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. 4) Perlu digalakkan intensifikan sosialisasi kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah.




















المستخلص
الباحث/الباحثة	   : آنيتا ماروينج
رقم القيد   	   : ٨٠١٠٠٣٠٧٠٥٣
عنوان الأطروحة	 : ديناميات سلطة القضاء الشرعي في مجال الاقتصاد الإسلامي: دراسة أحوال محاكم القضاء الشرعي بإندونيسيا 

ينطلق هذا البحث من تعديل قوانين القضاء الشرعي بداية من عام ١٩٨٩ حتى عام ٢٠٠٩ . وهذه القوانين هي القانون الإندونيسي رقم ٧ عام ١٩٨٩، والقانون الإندونيسي رقم ٣ عام ٢٠٠٦ والقانون الإندونيسي رقم 50 عام ٢٠٠٩ الذي يَنُصُّ بترقية الرتبة وتوسعة المهامّ وتنمية القطاعات القضائية ضمن دائرة القضاء الشرعي. وأما قضية البحث فَتَتَبَلْوَرُ في وصف ديناميات سلطة القضاء الشرعي على فصل النزاع في مجال الاقتصاد الإسلامي. وهذا البحث يستهدف إلى : (١) تحليل التعديلات الواردة على قوانين القضاء الشرعي منذ صدور القانون الإندونيسي رقم ٣ عام ٢٠٠٦ والقانون الإندونيسي رقم ٥٠ عام ٢٠٠٩؛ (٢) تحليل الاعتبارات الفلسفية، والقانونية، والاجتماعية، والسياسية من سلطة القضاء الشرعي على فصل النزاع في مجال الاقتصاد الإسلامي؛ (٣) تحليل قضايا النزاع في مجال الاقتصاد الإسلامي بمحاكم القضاء الشرعي في جمهورية إندونيسيا.
	هذا البحث بحث ميداني ينطلق من المدخل الكيفي المتمثل في دراسة الحالة من محاكم القضاء الشرعي بجاكرتا الوسطى، وبوربالينجا، وماكسار، كعَيِّنَة من كافة محاكم القضاء الشرعي بجمهورية إندونيسيا. هذا البحث يتخذ المخبرين كمصادر البيانات مع دراسة الملفات المسجلة المتعلقة بفصل النزاع في مجال الاقتصاد الإسلامي بإندونيسيا. كما ترصد الباحثة بيانات البحث من خلال المقابلات العميقة، والملاحظات الدقيقة، ودراسة الملفات المسجلة بتحليل محتوياتها وتحليل جوانب القوة والضعف والإمكانيات والتحديات منها. ويُجْرَى البحثُ بناءً على نظرية المقاصد الشرعية كنظرية أساسية مع اعتبار نظرية الوجود كنظرية متوسطة. وأما نظرية التنفيذ فتتخذ الباحثة نظرية منهجية القانون ونظرية الوجود الثقافي.
	ويُسْتَنْبَط من هذا البحث ثلاثُ نقاط هي: (١) إنَّ تعديلات قوانين القضاء الشرعي من عام ١٩٨٩ حتى عام ٢٠٠٩ تُغَطِّي ثلاثةَ جوانب، وهي جانب المضمون وجانب الهيكل التنظيمي والجانب الاجتماعي الثقافي؛ (٢) إِنَّ مَنْحَ السلطة على فصل النزاع في مجال الاقتصاد الإسلامي لمحاكم القضاء الشرعي نظرا إلى الاعتبارات الفلسفية والقانونية والاجتماعية والسياسية مع اعتبار الإمكانيات والعوائق ذلك من عين الصواب وأنه من مَهَامِّها بالذَّات؛ (٣) بعد استقراء القرارات في مجال الاقتصاد الإسلامي بمحاكم القضاء الشرعي بإندونيسيا تَبَيَّنَ للباحثة أنَّ قراراتِها تُغَطِّي العقود المُتَعَدِّدة، منها عقود المشاركة، والرهن، والمرابحة، والتأمين، والصلح في المشاركة. وبالنظر إلى المنظور الغرضي من القانون مثل استقرار الحكم وعدالته يوجد هناك جانب الضعف في بعض القرارات. وذلك يتمثل في قرار محكمة القضاء الشرعي بجاكرتا الوسطى الذي يَنُصُّ بإلغاء قرار هيئة التحكيم الشرعي القومي في جميع مراحلها الاستئنافية والتمييزية والعليا المؤكدة بقرار إعادة النظر.
ومن توصيات هذا البحث: (١) على قُضَاة محاكم القضاء الشرعي تنميةُ ثقافتهم حول مضمون أحكام الاقتصاد الإسلامي، لأن هذه الأحكام - خاصة في الآونة الأخيرة - صارت تتطور ولا تنحصر على صورها البسيطة الموجودة في الكتب الفقهية. وترقية مستوى الأداء وجودة الخدمة ونوعيتها وسلامتها تؤثر على ثقة المجتمع الذين يُطَالِبُون حقوقهم في المحاكم؛ (٢) وتحقيقا لأساس استقرارية الحكم واجتنابا عن تفاوت القرارات فعلى متخذي القرارات خاصة الهيئة التنفيذية والهيئة النيابية أن يحتاطوا ويسلكوا الخطوات البَنَّاءَة ويتعاونوا مع الهيئة القضائية خاصة المحكمة العليا عند صياغة القوانين حتى لا يؤدي إلى الغموض بين أصحاب سلطة القضاء ومُطَالِبِي الحقوق، ولا إلى تَنَازُعِ السلطات بين الهيئات القضائية في فصل النزاع. (٣) الحاجة تَمَسُّ إلى إعادة النظر في القوانين التي تُنَظِّم مهامّ القضاء الشرعي على فصل النزاع في مجال الاقتصاد الإسلامي. ومن هذه القوانين الفصل الثالث من القانون الإندونيسي رقم ٣ عام ٢٠١٠ حول سلطة القضاء التي تقضي على قرارات التحكيم، ومنها التحكيم الشرعي الذي تم تنفيذه بناءً على أمر رئيس المحكمة الاستئنافية المؤكد بخطاب المحكمة العليا الإندونيسية رقم ٨ عام ٢٠١٠.  وإعادة النظر هذه لأجل اطِّرَادِ القرارات وملاءمتها مع قرار محكمة الدستور الذي يَنُصُّ على مَنْح السلطة التامّة للقضاء الشرعي على فصل النزاع في مجال الاقتصاد الإسلامي. )٤) الحاجة تُلِحُّ إلى توعية وترقية الكفاءة القضائية من قضاة محاكم القضاء الشرعي لفصل النزاع في مجال الاقتصاد الإسلامي.
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The research was based on the change of the law and regulation of religion court from 1989 to 2009 UU RI No 7 1989, UU RI No 3 2006, and UU RI No 50 2009 that increased the status, competence extinsion, and the increase of law institution in religion court area. The problem statement of the research is how the dynamics of religion court authority in finishing the problem of syari’ah economy. The research aimed at: (1) analysing the changes that happened since UU RI No 3 2006 and UU RI No 50 2009 were established; (2) analysing the philosophy consideration, juridical, sociological, and law politics of religion court authority in finishing syaria’ah economy lawsuit; (3) analysing syariah economy lawsuit at religious court in Indonesia.
The design of the research was field research of qualitative with case study approach at religious court, Jakarta Centre, Purbalingga, and Makassar that represented religious court in Indonesia using not only some research informants but also documentation study about finishing syari’ah economy lawsuit in Indonesia. The data collections were interview, observation, and documentation study analysed by content and SWOT analysis. The theory of the research was maqashid syari’ah as grand theory, while existence theory used in middle range theory. Applied theory used law system and cultural existence theory.
The research concluded that: (1) the change of the law and regulation of religion court from 1989 to 2009 involved 3 aspects, as follow: substantion, institution, and socio cultural aspects; (2) the delegation of authority to finish syari’ah economy lawsuit to religious court based on the philosophy consideration, juridical, sociological, law politics, and pay attention to the opportunity and challenge as a part of competency; (3) based on the analysis of finishing syariah economy lawsuitat religious court in Indonesia got that the decision in all sectors, such as akad musyarakah and rahn, akad murabahah, insurance agreement, and the decision about peaceful agreement in musyarakah finance lawsuit. Based on the perspective of law objective, there are some weaknesses to accomplish law enforcement and justice such as the decision of religious court, Jakarta Centre that canceled the decision of Basyarnas and it canceled on the decision appeal level at Religious High Court, Jakarta and reinforced by the cassation decision until judicial review. 
The Implications of the research are: 1) the judges of religion court must increase their comprehension of law substantion of Syaria’ah economy because at present the development of thekind of agreement is not limited to the simple forms in Fiqih books. The arraignment for increasing of work, service grade, quality, integrity and professional religion court apparatus implicate to the development of public trust who seek justice at religion institution. 2) All decision makers, especially executive and legislative should involve Supreme Court of Indonesia in arranging and forming law and regulation in order that does not only appear ambiguity either in law enforcers or justice seeker but also authority lawsuit inter court organization in finishing problem. 3) It is needed the study again about law and regulation in relation to religious court competency in finishing syari’ah economy lawsuit such as article 3 UU RI No 3 2010 about the authority of justice that decide decision of arbitration includes syari’ah arbitration implemented based on the command of chairman of district court supported by the form letter of Supreme court of Indonesia (SEMA) RI No 8 2010. It is necessary to do in order to be consistency or standardizing decision of constitution court that give full rights to religious court to finish syari’ah economy lawsuit. 4) Intensification and socialization of religious court competency is necessary to do in finishing syari’ah economy lawsuit. 
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